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Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis
efektivitas penetapan retribusi Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi
Utara. Dengan menggunakan metode deskriptif-
kualitatif, data diperoleh melalui observasi,
wawancara mendalam, dan dokumentasi. Fokus
penelitian diarahkan pada dua aspek utama:
perencanaan dan pelaksanaan penetapan retribusi
RPTKA serta faktor penghambatnya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka
regulasi dan struktur kelembagaan yang memadai,
efektivitas penetapan retribusi belum tercapai secara
optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakakuratan
perencanaan biaya, kurangnya validasi data tenaga
kerja asing, dan keterbatasan kapasitas sumber daya
manusia dalam proses implementasi. Ketepatan
biaya dan ketepatan sasaran, dua indikator
efektivitas dari teori Makmur, belum dapat
diwujudkan secara maksimal. Penelitian ini
merekomendasikan perlunya penguatan database
TKA, integrasi antarinstansi, serta pelatihan teknis
bagi aparatur pelaksana retribusi. Studi ini
berkontribusi dalam penguatan tata kelola retribusi
daerah berbasis kebijakan yang responsif terhadap
dinamika ketenagakerjaan global dan lokal.
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PENDAHULUAN
Pengelolaan retribusi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya bagi provinsi dengan potensi tenaga kerja asing yang
tinggi seperti Sulawesi Utara. Salah satu bentuk retribusi tersebut adalah Retribusi Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), yang didesain untuk memberikan kontribusi
keuangan daerah sekaligus mengontrol keberadaan tenaga kerja asing. Dalam konteks ini,
efektivitas penetapan retribusi menjadi krusial, mengingat peranannya dalam memperkuat
kemandirian fiskal daerah dan mendorong pembangunan berbasis sumber daya lokal (LAUT et
al., 2021; Mulyati & Surtiani, 2023; Ruan & Zhao, 2022).

Perubahan regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja telah membawa implikasi besar terhadap mekanisme pengelolaan tenaga kerja asing
di Indonesia. Regulasi tersebut menyederhanakan prosedur perizinan dengan hanya mewajibkan
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RPTKA, menggantikan berbagai perizinan sebelumnya seperti IMTA (Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing). Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk cepat beradaptasi dengan
sistem baru, termasuk dalam hal penetapan dan pemungutan retribusinya (Bettarelli et al., 2024;
Feld et al., 2024a; Tang & Beer, 2022).

Secara filosofis, retribusi RPTKA tidak hanya memiliki fungsi fiskal, tetapi juga fungsi
ekonomi dan sosial. Retribusi ini diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan pasar kerja
antara tenaga kerja lokal dan asing, serta menjadi instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah melalui penerimaan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan
retribusi RPTKA tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berbasis pada
perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat sasaran (Bogar, 2018; Rahmatul Putra et
al., 2023; Wu & Dong, 2022).

Namun, dalam praktiknya, penetapan retribusi RPTKA di Provinsi Sulawesi Utara masih
menghadapi berbagai kendala. Permasalahan seperti rendahnya akurasi data tenaga kerja asing,
lemahnya koordinasi antarinstansi, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi
hambatan utama. Hal ini berdampak pada kurangnya ketepatan dalam perhitungan target PAD
dan pada akhirnya memengaruhi efektivitas kebijakan yang diharapkan memberikan kontribusi
positif terhadap pembangunan daerah.

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini merujuk pada teori efektivitas , yang
menekankan pentingnya ketepatan dalam penentuan biaya dan sasaran kebijakan publik. Selain
itu, teori pasar tenaga kerja seperti yang dikemukakan Todaro dan Suparmoko menyoroti
perlunya intervensi pemerintah untuk menyeimbangkan dinamika permintaan dan penawaran
tenaga kerja dalam konteks globalisasi. Kombinasi pendekatan teori ini menjadi dasar dalam
menganalisis kebijakan retribusi RPTKA (Mokat et al., 2022; Sandy & Inayati, 2022; Trusova,
2019).

Secara empiris, penerapan retribusi RPTKA di Sulawesi Utara belum sepenuhnya optimal.
Penurunan jumlah tenaga kerja asing akibat alih keterampilan kepada tenaga kerja lokal tidak
diikuti oleh penyesuaian target retribusi, sehingga terjadi ketimpangan antara target dan realisasi
PAD. Hal ini menimbulkan tekanan fiskal bagi daerah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi
pembiayaan program-program pembangunan prioritas, seperti infrastruktur dan bantuan social
(Nguyen-Hoang & Zhang, 2022; Rantung et al., 2024; Wen et al., 2023).

Penelitian ini menjadi relevan karena menyasar langsung pada titik kritis dari pengelolaan
pendapatan daerah, yakni efektivitas kebijakan. Kajian ini tidak hanya membahas dimensi fiskal
dari retribusi, tetapi juga menganalisis tata kelola dan proses implementasinya dari sudut pandang
administrasi publik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi
kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua
pertanyaan utama: (1) sejauh mana efektivitas penetapan retribusi RPTKA di Provinsi Sulawesi
Utara? dan (2) apa saja faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas tersebut? Temuan dari
studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola retribusi daerah,
khususnya dalam konteks ketenagakerjaan lintas negara.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk

memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas penetapan retribusi Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Provinsi Sulawesi Utara. Metode ini dipilih karena
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sesuai untuk menggali informasi secara menyeluruh mengenai proses perencanaan, pelaksanaan,
serta kendala dalam pengelolaan retribusi daerah yang bersifat kompleks dan kontekstual
(Devadason, 2021a; Oyarzo & Paredes, 2019; Pavlov et al., 2024a).

Lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi
Sulawesi Utara, sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan dan mengelola
retribusi RPTKA. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa institusi tersebut
merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan terkait tenaga kerja asing di tingkat daerah.
Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yakni: proses perencanaan dan pelaksanaan
penetapan retribusi serta identifikasi faktor-faktor penghambat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti kepala bidang, pengantar
kerja ahli madya, dan operator pengelola data TKA. Selain itu, observasi langsung terhadap
aktivitas dan dokumen internal digunakan untuk memperkuat validitas data. Sementara itu, data
sekunder dikumpulkan dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi resmi
yang relevan, seperti laporan Dinas Tenaga Kerja dan laman resmi TKA-Daerah Kemnaker.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi non-
partisipatif, wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi. Observasi dilakukan
untuk memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan penetapan target retribusi. Wawancara
dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang kaya dan
kontekstual. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang tidak dapat diperoleh
secara langsung dari wawancara atau observasi.

Proses analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri atas tiga
tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data
dilakukan dengan memilah informasi penting dan relevan dari hasil wawancara dan observasi.
Data yang telah diringkas kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mendukung
interpretasi temuan. Tahapan terakhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan yang
dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian, guna menjamin keakuratan
interpretasi data (Couture et al., 2019; Gould-Yakovleva & Liu, 2024; Ndawo, 2022).

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria dari Lincoln
dan Guba, yakni: (1) credibility melalui triangulasi data dan member check; (2) transferability
dengan memberikan deskripsi kontekstual yang rinci; (3) dependability melalui audit trail; dan (4)
confirmability untuk menjamin objektivitas data. Dengan pendekatan dan teknik tersebut,
diharapkan hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menjadi dasar
pertimbangan kebijakan yang kuat di tingkat daerah (Bahasoan et al., 2019; Howley et al., 2024,
2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Perencanaan Penetapan Retribusi RPTKA

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses penetapan retribusi
daerah. Dalam konteks RPTKA di Provinsi Sulawesi Utara, perencanaan dilakukan melalui
penyusunan kertas kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang memuat estimasi
jumlah tenaga kerja asing serta potensi penerimaan daerah. Namun, proses perencanaan ini belum
sepenuhnya akurat karena masih bergantung pada data eksternal dari situs TKA-Daerah yang
tidak selalu mutakhir dan valid.

Dari perspektif efektivitas pada penelitian lain, indikator ketepatan perhitungan biaya
belum terpenuhi. Ketidaksesuaian data TKA menyebabkan estimasi penerimaan retribusi
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seringkali meleset dari target. Hal ini berpengaruh terhadap asumsi fiskal yang digunakan
pemerintah daerah dalam penyusunan APBD, sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan
antara perencanaan dan realisasi anggaran (Ahn et al., 2022; Chronopoulos et al., 2019).

Kurangnya koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Bapenda dalam menyelaraskan
asumsi data juga menjadi faktor yang menghambat. Idealnya, perencanaan target retribusi harus
melibatkan sistem validasi silang antarinstansi untuk menjamin keakuratan data yang digunakan
dalam penetapan target. Namun dalam praktiknya, masing-masing instansi bekerja dalam silo,
tanpa mekanisme evaluasi bersama.

Ketiadaan basis data TKA yang terintegrasi dan real-time juga menghambat kemampuan
perencana untuk menyusun prediksi yang tepat. Walaupun secara teknis ada akses ke database
pusat, kemampuan teknis aparatur dalam mengelola data digital masih terbatas. Ketergantungan
terhadap data manual dan dokumen hardcopy masih mendominasi proses administrasi di
lapangan.

Sebagai konsekuensinya, ketidaktepatan dalam proses perencanaan menyebabkan target
PAD dari sektor retribusi RPTKA menjadi tidak realistis. Ini bukan hanya berdampak pada
potensi kehilangan penerimaan daerah, tetapi juga menghambat kredibilitas instansi pengelola
dalam menyusun strategi fiskal berbasis kinerja. Maka, dibutuhkan upaya pembenahan serius
dalam proses perencanaan berbasis data (Sen, 2023; Zhou et al., 2023).

Efektivitas Pelaksanaan Penetapan Retribusi
Pelaksanaan penetapan retribusi RPTKA merupakan tahapan lanjutan dari proses

perencanaan yang mencakup eksekusi teknis, sosialisasi kepada perusahaan pengguna TKA, dan
pemungutan retribusi. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan masih menghadapi kendala
administratif dan teknis yang berdampak pada rendahnya tingkat efektivitas. Meskipun ada
regulasi yang mengatur, implementasi di lapangan belum seragam dan seringkali tidak memiliki
panduan teknis operasional.

Ketepatan sasaran yang menjadi salah satu indikator efektivitas belum tercapai maksimal.
Sejumlah perusahaan pengguna TKA tidak terdata secara resmi atau tidak melaporkan
keberadaan tenaga kerja asing kepada Dinas Tenaga Kerja. Hal ini menyebabkan potensi
penerimaan retribusi tidak tertagih dan memperbesar risiko kebocoran PAD. Kondisi ini juga
memperlihatkan lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pemerintah daerah terhadap pelaku
usaha (Nguyen-Hoang & Zhang, 2022; Pavlov et al., 2024b).

Aspek teknologi informasi yang seharusnya mendukung efektivitas pelaksanaan belum
dimanfaatkan secara optimal. Sistem pelaporan digital yang telah tersedia tidak digunakan secara
penuh karena keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasiannya. Sebagian
besar proses masih dilakukan secara manual, memperlambat waktu respons dan memperbesar
peluang terjadinya kesalahan data (Devadason, 2021b; Gao & Wang, 2023).

Lebih lanjut, sistem sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaporkan penggunaan TKA
juga belum berjalan secara tegas. Tidak adanya sistem penegakan hukum atau audit berkala
menjadikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan retribusi menjadi rendah. Hal ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga mekanisme pengawasan yang
ketat dan konsisten.

Dari aspek sumber daya, pelaksanaan penetapan retribusi juga terkendala oleh
keterbatasan jumlah pegawai dan pembagian tugas yang tidak proporsional. Kinerja pelaksana di
lapangan tidak didukung oleh pelatihan yang memadai maupun pembaruan kapasitas
administratif. Oleh karena itu, pelaksanaan retribusi RPTKA di Provinsi Sulawesi Utara belum
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berjalan secara efektif dan efisien sesuai harapan kebijakan.

Faktor Penghambat Efektivitas Penetapan RPTKA
Faktor penghambat efektivitas penetapan retribusi RPTKA terbagi ke dalam tiga aspek

utama: kelembagaan, teknis operasional, dan regulasi. Dari sisi kelembagaan, tidak adanya
koordinasi antarlembaga menyebabkan informasi yang diterima oleh pelaksana tidak sinkron.
Bapenda dan Disnakertrans bekerja secara terpisah tanpa forum evaluasi berkala yang
menyatukan data, target, dan capaian actual (De Simone et al., 2017; Feld et al., 2024b).

Dari segi operasional, keterbatasan sumber daya manusia menjadi masalah klasik yang
terus berulang. Sebagian besar tenaga kerja pengelola retribusi adalah tenaga kontrak atau
honorer dengan kemampuan teknis terbatas. Ini membuat implementasi sistem digital menjadi
tidak efektif. Selain itu, tingginya beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah personel juga
memperlambat proses pelayanan dan verifikasi (Van Haelter et al., 2023; Xu & Dai, 2024).

Faktor regulasi juga memegang peranan penting dalam menciptakan hambatan.
Perubahan dari IMTA ke RPTKA sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 belum
diikuti oleh revisi peraturan daerah yang relevan. Ketidakharmonisan antara kebijakan pusat dan
daerah membuat pelaksana bingung dalam menjalankan prosedur yang sesuai. Akibatnya, banyak
langkah yang bersifat improvisasi dan tidak berbasis pada ketentuan hukum yang kuat.

Minimnya sosialisasi kepada pihak perusahaan juga menyebabkan tingkat kepatuhan yang
rendah. Banyak perusahaan pengguna TKA tidak memahami secara detail mekanisme penetapan
retribusi dan kewajiban administratif mereka. Ini menyebabkan banyaknya kasus keterlambatan
pelaporan dan ketidaktercapaian target retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah (Danquah
et al., 2023; Hogg‐Graham et al., 2021).

Dalam jangka panjang, akumulasi dari berbagai hambatan ini dapat menyebabkan
ketidakpercayaan terhadap mekanisme pengelolaan retribusi oleh pemerintah daerah. Maka
diperlukan upaya reformasi kelembagaan yang menyentuh pada sistem kerja, peningkatan
kapasitas SDM, serta pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perubahan di tingkat pusat
(Bansal et al., 2023; Nicolás-Agustín et al., 2022).

Strategi Peningkatan Efektivitas Penetapan RPTKA
Upaya untuk meningkatkan efektivitas penetapan retribusi RPTKA memerlukan

pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pembenahan sistem informasi hingga reformasi
kelembagaan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun basis data tenaga kerja
asing yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Data tersebut
harus menjadi acuan tunggal dalam perencanaan target retribusi (Weißmüller et al., 2023; Yakob,
2020).

Selanjutnya, diperlukan pelatihan teknis dan manajerial bagi aparatur Dinas Tenaga Kerja
dan Bapenda yang terlibat langsung dalam proses ini. Peningkatan kapasitas ini mencakup
pemahaman terhadap regulasi terbaru, kemampuan analisis fiskal, serta penguasaan sistem
informasi berbasis digital. Penguatan kapasitas ini penting untuk meningkatkan akurasi dalam
penetapan dan pelaksanaan retribusi.

Pemerintah daerah juga perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang baku
dan jelas untuk semua tahapan penetapan retribusi. SOP tersebut harus menjadi acuan tunggal
yang digunakan oleh semua pihak yang terlibat, baik di tingkat teknis maupun strategis. Dengan
adanya SOP, maka pelaksanaan di lapangan akan lebih terarah dan terhindar dari bias interpretasi
(Getachew et al., 2022; Yang & Yee, 2022).
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Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi berkala harus dibentuk untuk memastikan
bahwa kebijakan berjalan sesuai tujuan. Mekanisme monitoring harus dilakukan tidak hanya
berdasarkan capaian target, tetapi juga berdasarkan kualitas proses dan tingkat kepatuhan dari
pelaku usaha. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan teknologi untuk membangun dashboard
monitoring retribusi secara real-time.

Akhirnya, kolaborasi dengan sektor swasta harus dibangun melalui forum komunikasi
berkala. Melibatkan asosiasi pengusaha dan perusahaan pengguna TKA dalam proses
perencanaan akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan. Pendekatan
partisipatif seperti ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola retribusi yang lebih
responsif, efektif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penetapan Retribusi Rencana Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Provinsi Sulawesi Utara belum mencapai tingkat optimal.
Meskipun secara administratif proses perencanaan dan pelaksanaan telah dilakukan sesuai
prosedur, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis yang
berdampak pada rendahnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Aspek perencanaan masih diwarnai oleh ketidaktepatan data dan asumsi fiskal yang
digunakan dalam menetapkan target retribusi. Proses penyusunan kertas kerja belum sepenuhnya
berbasis data aktual yang valid dan terverifikasi, sehingga menghasilkan target yang cenderung
overestimate dan sulit direalisasikan. Ketergantungan terhadap data eksternal tanpa penguatan
sistem internal menyebabkan proses perencanaan menjadi kurang akurat.

Pelaksanaan penetapan retribusi juga belum efektif, terutama dalam hal ketepatan sasaran
dan kemampuan pemungutan. Lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pengguna TKA
menyebabkan banyak potensi retribusi yang tidak tertagih. Selain itu, keterbatasan SDM,
minimnya pemanfaatan sistem informasi digital, dan belum adanya penegakan sanksi tegas turut
memperlemah efektivitas pelaksanaan.

Faktor penghambat lainnya mencakup belum sinkronnya regulasi pusat dan daerah,
lemahnya koordinasi antarlembaga teknis, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi
yang terpadu. Ketiadaan forum koordinasi reguler antar pemangku kepentingan membuat
pelaksanaan kebijakan seringkali tidak terintegrasi dan bersifat sektoral. Hal ini menyebabkan
fragmentasi kebijakan dan ketidakefisienan dalam tata kelola retribusi.

Berdasarkan temuan tersebut, dibutuhkan strategi komprehensif yang mencakup
penguatan basis data tenaga kerja asing, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta
integrasi sistem informasi antarinstansi. Selain itu, regulasi daerah harus segera disesuaikan
dengan ketentuan nasional untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan prosedur. SOP yang
baku dan sistem evaluasi berbasis kinerja juga harus segera diterapkan untuk menjamin
efektivitas berkelanjutan.

Secara keseluruhan, efektivitas penetapan retribusi RPTKA di Provinsi Sulawesi Utara
memerlukan reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas tata kelola yang lebih adaptif
terhadap perubahan regulasi dan dinamika pasar tenaga kerja. Dengan pembenahan yang
menyeluruh, retribusi RPTKA berpotensi menjadi instrumen fiskal yang tidak hanya
meningkatkan PAD, tetapi juga menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja dan memperkuat
otonomi daerah.
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